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ABSTRACT


Going into effect of law no. 22 year 1999 about regional governance which have been altered to law no. 32 year 2004 bringing change which is significant in management of regional governance, which have changing governance from centralistic to decentralization. And separation of executive institute that is regional leader with peripheral of area which is later called by local government and Regional Parlement Regional Parlement (DPRD). This parallel change also between executive institutes with legislative institute Regional Parlement (DPRD) as local government. This mean to empower Regional Parlement (DPRD)  institute as legislative council in doing its functions, that is legislation function, budget function, and control function. In observation section to Regional Parlement (DPRD) it gives power to observe through practical which one of them is practical of regional law execution about Revennue Plan and Regional Expense (APBD). The form of observation of Regional Parlement (DPRD)  is political observation not technical administrative observation which is done by legislative institute Regional Parlement (DPRD) toward executive institute (Regional leader with peripheral of area). But with dimiciling strong and also so wide role that is given by law not all comprehended and executed accurately by Regional Parlement (DPRD)  in field. Regional Parlement (DPRD)  observation through regional law about Revennue Plan and Regional Expense (APBD) in 2006 in Padang Panjang, have run through interpellation rights, that is Regional Parlement (DPRD)  rights to ask evidence to regional government about regional government policy that is done through hearing and visit work field. But Regional Parlement (DPRD) observation in Padang Panjang is not optimal yet, this prove by there is still found that regional investment fund and also capital from Revennue Plan and Regional Expense (APBD) in 2006, that is wrong used by PD. Tuah Saiyo director which resulting leakage of budget Rp. 685.000.000,-. In running observation function Regional Parlement (DPRD) have constraint, that there is still different understanding of Regional Parlement (DPRD)  member about control function. In realizing authoritative and clean government, which is free from corruption, collusion, and nepotism. It’s hope that Regional Parlement (DPRD) can increase it’s control function, and can powered more understanding past master about control and management to Revennue Plan and Regional Expense (APBD).

BAB I 

PENDAHULUAN
1.1.  Latar Belakang
Otonomi  Daerah bukanlah merupakan suatu kebijakan yang baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia karena sejak berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia sudah dikenal adanya otonomi daerah yang dipayungi oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945
. Sedangkan inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (dioscretionary power) untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas, dan peran serta masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. 

Perobahan penyelenggaraan pemerintahan daerah dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan yang fundamental dalam sistem Pemerintahan Daerah, yaitu dari sistem pemerintahan yang sentralistik kepada desentralisasi. Sistem pemerintahan desentralisasi ini merupakan penyelenggaraan pemerintahan dititik beratkan kepada daerah Kabupaten/Kota sehingga daerah Kabupaten/Kota memiliki keleluasaan untuk mengelola rumah tangga daerahnya dengan prinsip otonomi daerah,  Ketetapan MPR Nomor XV/ MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah yang berbunyi sebagai berikut : 

“Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Disamping penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah yang didukung oleh semangat otonomi, pelaksanaan yang berkualitas serta sarana dan prasarana yang memadai”

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah  dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian ini memberikan implikasi bahwa Pemerintah Pusat memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Daerah dengan inisiatifnya sendiri dapat menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dengan membuat peraturan-peraturan daerah. 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menempatkan Pemerintah Daerah  dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah. Sesama unsur pemerintahan daerah pada dasarnya kedudukan Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) adalah sama, yang membedakannya adalah fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya. Karena itu hubungan yang harus dibangun antara Pemerintah Daerah dan DPRD mestinya adalah hubungan kemitraan dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (good local governance )

Luasnya kewenangan daerah otonomi ini terlihat dari ketentuan pasal 10 ayat (3) UU No.32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa urusan Pemerintah Pusat adalah meliputi : (1) Politik Luar Negeri; (2) Pertahanan (3) Keamanan; (4) Yustisi; (5) Moneter dan fiskal nasional; dan (6)Agama, sementara diluar urusan itu, merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakannya. 

Dalam menyelenggarakan seluruh kewenangan diluar urusan Pemerintah Pusat ini, terdapat pembagian urusan yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Menurut Pasal 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Urusan wajib yang menjadi urusan pemerintahan daerah untuk Kabupaten/Kota meliputi: (1) perencanaan dan pengendalian pembangunan; (2) perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang; (3) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; (4) penyedian sarana dan prasarana umum; (5) penanganan bidang kesehatan; (6) penyelenggaraan pendidikan; (7) penanggulangan masalah sosial; (8) pelayanan bidang ketenagakerjaan; (9) fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; (10) pengendalian lingkungan hidup; (11) pelayanan pertanahan; (12) pelayanan kependudukan dan catatan sipil; (13) pelayananan administrasi umum pemerintahan; (14) pelayanan adiminstrasi penanaman modal; (15) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan (16) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Sementara urusan pilihan pemerintah daerah meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. 

Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk menjamin, mekanisme demokrasi ditingkat daerah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah setempat maupun untuk mendukung kebijaksanaan politik nasional dalam era reformasi saat ini. Untuk menjapai tujuan dimaksud Undang-undang No.32 tahun 2004 menekankan tiga faktor yang mendasar sebagai berikut : 

1. Memberdayakan masyarakat.

2. Menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas 

3. Meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dan meningkatkan peran dan fungsi Badan  Perwakilan Rakyat. 

Ketiga faktor tersebut diatas point 1 dan 2 merupakan demokratisasi, daerah yang harus ditumbuh kembangkan, sehingga otonomi yang diberikan pusat kepada daerah betul-betul dirasakan mamfaatnya oleh rakyat  didaerah, sedangkan point tiga adalah berkaitan dengan fungsi-fungsi yang dipunyai DPRD sebagai Badan Perwakilan Rakyat. 

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, posisi DPRD ditempatkan pada posisi yang sangat strategis dan menentukan dalam pelaksananaan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. 
Fungsi pengawasan peraturan daerah sangatlah penting yang memberikan kesempatan kepada DPRD untuk lebih aktif dan kreatif menyikapi berbagai kendala terhadap pelaksanaan perda. Melalui pengawasan dewan, eksekutif sebagai pelaksana kebijakan akan terhindar dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan, dari hasil pengawasan dewan akan diambil tindakan penyempurnaan memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk menghindari berbagai kesalahan administratif dalam tata laksana birokrasi pemerintahan daerah tanpa mereka sadari dapat bermuara pada dugaan tindak pidana koropsi bagi pejabat publik yang menanggani urusan publik tersebut, dengan adanya pengawasan DPRD akan dapat memberikan perlindungan yang cukup efektif terhadap eksekutif dalam menjalankan tata laksana birokrasi pemerintahan secara optimal .

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan politik, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif  (DPRD) terhadap lembaga eksekutif ( Kepala Daerah,Wakil Kepala Daerah besarta perangkat daerah) yang lebih bersifat kebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administratif, sebab DPRD adalah lembaga politik seperti penggunaan anggaran yang telah dialokasikan disalah gunakan untuk hal-hal yang merugikan rakyat dan negara.

Fungsi, tugas, wewenang dan hak DPRD diharapkan DPRD mampu memainkan perannya secara optimal mengemban fungsi kontrol terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Tujuannya adalah terwujudnya pemerintahan daerah yang efisien, bersih, berwibawa dan terbebas dari berbagai praktek yang berindikasi koropsi, kolosi dan nepotisme ( KKN ). Menurut Mardiasmo 
 ada tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah, yaitu pengawasan, pengendalian,dan pemeriksaan. Ketiga hal tersebut pada dasarnya berbeda baik konsepsi maupun aplikasinya. Pengawasan mengacu pada tingkatan atau kegiatan yang dilakukan diluar pihak eksekutif yaitu masyarakat dan DPRD, untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (control) adalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak eksekutif (pemerintah Daerah) untuk menjamin dilaksanakanya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan Audit merupakan kegiatan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar atau kreteria yang ada.

Tugas dan wewenang DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah terdapat dalam pasal 42 huruf c Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mengatakan : Tugas dan wewenang DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainya  peraturan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama Internasional di daerah. 

Fungsi pengawasan DPRD mempunyai kaitan yang erat dengan fungsi legislasi, karena pada dasarnya objek pengawasan adalah menyangkut pelaksanaan dari perda itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam perda.
. Kewengangan DPRD mengontrol kinerja eksekutif agar terwujud good governance seperti yang diharapkan rakyat. Demi mengurangi beban masyarakat, DPRD dapat menekan eksekutif untuk memangkas biaya yang tidak perlu, dalam memberikan pelayanan kepada warganya. 

Peningkatan peran legislatif (DPRD) yang sebenarnya dimaksudkan agar terciptanya “check and balances”, ternyata telah menimbulkan keadaan yang tidak diharapkan sering terdengar pernyataan penolakan anggota DPRD terhadap laporan pertanggung jawaban kepala daerah jauh sebelum laporan tersebut disampaikan, dibahas dan diklarifikasi disertai ancaman akan dijatuhkan misi tak percaya. Hal ini bearti fungsi pengawasan DPRD tidak profesional. Kewenangan DPRD untuk mengawasi pelaksanaan perda hanya disebutkan dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 pasal 42 huruf c tanpa dirinci lebih lanjut tentang batas kewenangan serta cara pengawasan. Akibatnya masing-masing DPRD menjabarkan fungsi pengawasan sesuai dengan apa yang diinginkanya, akhirnya fungsi pengawasan seringkali menjadi alat politik tertentu dan tidak menjadi alat penyempurnaan kinerja politik yang demokratis dan akuntabel. 
Masalahnya apakah DPRD memiliki kewenangan untuk membatalkan sebuah surat keputusan Kepala Daerah ketika bertentangan dengan peraturan daerah, ternyata tidak ada suatu peraturan perundang-undangan yang menyatakan DPRD memiliki kewenangan untuk hal tersebut sehingga dapat disimpulkan pengawasan DPRD terhadap prodak hukum tidak disertai dengan penegakan hukum ( enforcement ). Kekuatan DPRD hanyalah meminta Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota, hal ini mungkin akan membuat pengawasan pelaksanaan perda oleh DPRD menjadi kurang efektif.
1.2.  Perumusan Masalah
Berkaitan dengan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut, yakni : 
a. Bagaimanakah fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang  tahun 2006.

b. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala  pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda  di Kota Padang Panjang.

1.3. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji secara lebih mendalam mengenai fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah APBD di Kota Padang Panjang.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala  pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda APBD di Kota Padang Panjang.
1.4.  Mamfaat Penelitian
 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Dari segi teoritis hasil penelitian ini akan diperoleh pemahaman baru yang terkait dengan pengembangan Hukum Tata Negara khususnya pengkajian terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan Perda .

2. Dari segi praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap para penyelenggara pemerintahan daerah, khususnya dalam rangka perumusan kebijakan pengawasan pelaksanaan perda.
II. METODE PENELITIAN

2.1 Type dan Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan objek yang akan diteliti yaitu fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda tentang Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan  bentuk pengawasan DPRD terhadap APBD, kendala-kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Sosiologis ( sociological legal research ). 
2.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang, dan Sekretariat DPRD, sesuai dengan salah satu  fungsi dari DPRD yaitu mengenai pengawasan pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD di Kota Padang Panjang. Penelitian ini juga dilakukan pada Pemerintah Kota Padang Panjang yang terkait langsung dengan pelaksanaan Peraturan Daerah APBD tahun 2006. 
2.3 Alat Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data Primer penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu;

1. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung di lapangan terhadap objek yang diteliti baik berupa data maupun fenomena yang terjadi dan mencatatnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti .

2. Wawancara mendalam (depth  interview), yaitu melakukan serangkaian tanya jawab antara peneliti dengan anggota DPRD Padang Panjang dan Pimpinan unit kerja yang terkait dengan pelaksanaan Perda APBD  dilakukan secara terbuka dan leluasa mengenai pengalaman, pendapat, perasaan, dan pengetahuan anggota DPRD terhadap fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda tentang APBD tahun 2006. Untuk itu digunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara yang bersifat terbuka sehingga memberi kebebasan seluas-luasnya bagi informan untuk menyampaikan pendapatnya.

3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari, menelaah berbagai dokumen resmi, seperti data, peraturan-peraturan dan buku-buku yang memiliki relevansi yang jelas dengan masalah yang hendak diamati. Penggunaan dokumentasi ini dimaksudkan untuk menjawab persoalan-persoalan tentang apa, kapan, dan dimana peristiwa itu terjadi.
2.4 Teknik Analisis data

Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder diteliti kembali guna mengetahui kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan rumusan maupun relevansinya bagi peneliti. Sehingga apabila terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang jelas dapat dilengkapi kembali. Analisis data pada tahap selanjutnya adalah untuk menyederhanakan data agar menjadi informasi yang dapat digunakan dalam menjelaskan permasalahan penelitian.  Setelah informasi dianggap cukup mamadai langkah yang dilakukan untuk menganalisis data yaitu melakukan penyederhanaan informasi yang diperoleh dengan memililah-milah informasi berdasarkan kategori yang disiapkan dalam daftar wawancara dengan mengunakan teori-teori maupun pendapat yang disinggung dalam tinjauan pustaka sehingga dapat ditafsirkan untuk merumuskan kesimpulan penelitian.

III.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1.Gambaran Umum DPRD Kota Padang Panjang Priode 2004-2009

Dari 20 kursi partai pemenang pemilu di DPRD terdiri dari : Partai Keadilan sejahtera sebanyak 3 orang, dari Partai Amanat Nasional sebanyak 5 orang, partai Bintang Demokrat sebanyak 2 orang, dari partai Golkar sebanyak 5 orang, Partai Persatuan pembangunan sebayak 2 orang, Partai Bulan Bintang 1 orang, Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  1 orang, Partai Karya Peduli bangsa 1 orang.
Dari data diatas anggota DPRD Kota Padang Panjang hasil pemilu tahun 2004 menurut pendidikan masa bakti 2004-2009 yang memiliki disiplin ilmu ekonomi hanya 1 orang, disiplin ilmu hukum 4 orang, Ilmu Pemerintahan tidak ada sedangkan yang lainya S1 Pendidikan dan S1 Agama dan 2 orang berpendidikan SLTA. Data diatas memperlihatkan kualitas DPRD dalam bidang pendidikan cukup memadai hal ini karena dibatasi pendidikan anggota DPRD minimal SLTA. Namun disamping pendidikan tidak kalah pentingnya pengalaman dari anggota dewan dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
3.2 Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Perda APBD Padang Panjang tahun 2006 

Pengawasan DPRD terhadap APBD tidak saja terbatas pada aspek penggunaan anggaran, tetapi juga pada sisi pemasukan atau pendapatan. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah terdorong untuk melaksanakan tugas perolehan pendapatan daerah, disamping mendorong kinerja pemerintah serta dalam rangka tertib administrasi dan menghindari penyalahgunaan pendapatan daerah.

Pengawasan DPRD Kota Padang Panjang terhadap APBD tahun 2006 dilakukan melalui kunjungan lapangan dan Hearing dengan pimpinan unit kerja. Pengawasan tersebut dilakukan dengan tiga tahap.
 Pada tahap  catur wulan  pertama ( januari s/d April ) unit kerja diharapkan telah melaksanakan kegiatannya minimal 20 %. Catur wulan ( Mei Juni s/d Asgustus ) ketiga diharapkan kegiatan telah mencapai minimal 60 %. Untuk caturwulan ketiga (September s/d Desember) diharapkan telah mencapai 100 %. Setelah hearing yang dilakukan oleh pimpinan unit kerja dengan DPRD ternyata kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan target yang diharapkan atau tidak jalan sama sekali, maka DPRD memberikan rekomendasi untuk perbaikan kepada Kepala Daerah. Disini pentingnya peran media masa dan masyarakat sebagai alat bantu pengawasan DPRD.  Kenyataan dilapangan ada beberapa unit kerja yang tidak mampu melaksanakan kegiatan baik disebabkan kesalahan dalam perencanaan ataupun tidak tepatnya  manajemen  yang diterapkan, akibatnya Kepala Daerah memutasikan pimpinan unit kerja dan menempatkan pimpinan unit kerja yang lebih professional.

Dari penelitian diketahui bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang pada APBD tahun 2006 menganggarkan Belanja Modal tanah untuk Bangunan/Gedung sebesar Rp1.962.623.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.733.204.000,00. Dari anggaran tersebut diantaranya direalisasikan untuk kegiatan pembebasan tanah antara lain:

1) Lokasi tanah Kelurahan Koto Panjang seluas 9.224 M2 atau sebesar Rp1.614.200.000,00. Pembebasan tanah tersebut direncanakan untuk lokasi pembangunan Kantor Polres Kota Padang Panjang. Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2005 - 2014 
diketahui ternyata untuk lokasi pembebasan tanah tersebut termasuk Bagian Wilayah I (BWK I) yang merupakan kawasan diperuntukkan bagi kawasan lindung dan pertanian.

2)  Lokasi tanah Kelurahan Silaing Bawah seluas 216 M2 atau sebesar Rp50.004.000,00. Pembebasan tanah tersebut direncanakan untuk lokasi pembangunan SD No. 18 Padang Panjang. Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2005 - 2014 diketahui ternyata untuk lokasi pembebasan tanah tersebut termasuk Bagian Wilayah II (BWK II) yang merupakan kawasan diperuntukkan bagi kawasan pariwisata.. 

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 65 tahun 2006 jo. Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum pada pasal 4 menyatakan pengadaan dan rencana kebutuhan tanah bagi kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang telah ditetapkan lebih dahulu. Menurut hemat penulis hal tersebut terjadi karena rencana pengadaan tanah kurang terkoordinasi dengan instansi/unit kerja terkait, dan belum optimalnya  pengawasan DPRD terhadap pengadaan tanah yang tidak sesuai dengan tata ruang yang diperuntukan untuk hutan lindung, pertanian dan pariwisata hal ini berpotensi masalah dimasa yang akan datang.. 
Sampel Unit Kerja Pemerintah mengenai Pengawasan DPRD

	Pengawasan DPRD melalui
	Unit kerja
	Persentase

	Dengar pendapat (hearing)
	15
	75  %

	Kunjungan kerja (turun lapangan)
	5
	25 %

	Jumlah
	20
	100 %


Sumber : Hasil Wawancara dengan 20 sampel
Perngawasan DPRD Kota Padang Panjang telah dilakukan pengawasan ke UPTD tuah sakato mengenai, prosedur dan mekanisme pemilihan dan pengangkatan direktur Tuah Saiyo dan masalah peluncuran dana bantuan modal sebesar Rp.685.000.000,-. Hal ini telah disampaikan kepada Walikota Padang Panjang dalam rapat paripurna DPRD Kota Padang Panjang tentang status pengembalian kerugian Perusahaan Daerah Tuah Saiyo. Dimana dalam pengelolaanya telah terjadi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Direktur Perusahaan Daerah Tuah Saiyo oleh Sdr. Adi Nursyah yang telah menyebabkan timbulnya kerugian negara sebesar Rp.685.000.000,-. Terhadap tindakan ini telah dilakukan proses hukum dan telah ada keputusan pengadilan yang memiliki hukum tetap berupa hukum pidana penjara dan denda kepada mantan direktur tersebut. Namun terhadap tuntutan jasa agar mantan direktur yang karena melanggar hukum atau karena kelalaianya telah menyebabkan kerugian negara menganti kerugian tersebut tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan. 

3.3. Pengawasan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 184 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 mengatakan :

1. Kepala Daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam ) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2. Laporan keuangan sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuanganbadan usaha milik daerah.

3. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Secara umum pengelolaan dari masing-masing struktur APBD tahun anggaran 2006 yang mendapat pengawasan dari DPRD sebagai berikut :

Pertama Pengelolaan Pendapatan

Melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi, tahun anggran 2006 total pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 188.785.434.000,- dapat direalisir serbesar Rp. 190.400.48.888,44 (100,86 % ) terdiri dari :

1) Bagian PAD direncanakan sebesar Rp. 776.676.000,- realisasi sebesar Rp. 949.808.568.66 (120,85%)

2) Dana Perimbangan dialokasikan sebesar Rp. 181.048.758.000,- diterima Rp. 181.050.675.19,78(100,01%) terdiri dari :
Dari gambaran yang telah dikemukakan diatas terlihat bahwa realisasi penerimaan PAD mengalami peningkatan atau melebihi target yang telah ditetapkan. Peningkatan PAD ini menurut hemat penulis tidak terlepas dari kerja keras yang telah dilakukan oleh aparatur pengelola pendapatan daerah, malakukan intensifikasi terhadap semua sumber pendapatan baik pajak, retribusi maupun penerimaan lainya melalui peningkatan pelayanan kepada wajib pajak retribusi baik yang bersifat langsung sewaktu melakukan pembayaran maupun meningkatkan melalui sosialisasi penyuluhan. Melakukan  pengawasan secara ketat baik dari pengawasan intern maupun pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap sumber penerimaan daerah sehingga diharapkan tidak terjadi kebocororan-kebocoran dalam pelaksanaannya., termasuk kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajibanya. Juga meningkatkan koordinasi dengan dinas/instansi yang terkait dalam upaya memaksimalkan pemasukan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam APBD.

Tahun 2006 perbandingan PAD dengan dana Perimbangan sebesar Rp.9.349.808.568,66 atau 4,92% berasal dari sumbangan PAD, sedangkan sumbangan Dana Perimbangan sebesar Rp.181.050.675.319,78 atau 95,08%. Penyebab tingginya tingkat ketergantungan ini karena masih lebarnya ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah. 

Kedua Pengelolaan Belanja Daerah

Tahun anggaran 2006, total belanja daerah dianggarkan sebesar Rp. 202.928.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 170.959.550.89,- (84,25 %).

Secara umum dapat dikatakan bahwa, baik dari belanja aparatur daerah maupun belanja pelayanan publik, realisasinya lebih kecil dari yang direncanakan. Secara ekonomi fenomena ini memberikan indikasi positif ( adanya effisiensi atau penghematan dalam pengelolaan belanja daerah, penghematan anggaran ini menjadi sisa UUDP dan sisa anggaran. digunakan untuk membiayai Belanja Administrasi Umum (BAU), belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal.

Menurut penelitian penulis selama ini belum ada Laporan Keterangan pertanggungjawaban Walikota Padang Panjang yang diotolak, yang ada dalam laporan tersebut dapat diterima dengan syarat harus memenuhi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam laporan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh DPRD. Hal ini suatu politik bagi anggota DPRD untuk dapat saling memahami akan pemilihan untuk masa yang akan datang, agar dapat dukungan dari pihak eksekutif dalam pemilu nantinya. 

3.4. Kendala pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan perda di Kota Padang Panjang.

Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah adalah merupakan salah satu fungsi dari DPRD. Dalam pelaksanaannya pengalami beberapa kendala secara umum diantaranya adalah: 

1. Faktor Politik, Belum maksimalnya fungsi pengawasan karena dipengaruhi oleh faktor politik menjadi lebih rumit ketika ia masuk dalam jebakan politik kekuasaan riil. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD mempunyai bobot politik kebijakan lebih besar dibandingkan dengan bobot administrasi. 
2. Faktor Sumber Daya Manusia, Sumber daya yang terbatas dari anggota DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan, yang dipengaruhi oleh pendidikan dan pengalaman yang kurang tentang fungsi pengawasan dari anggota DPRD. Ini disebabkan karena anggota DPRD dipilih dan diangkat dari partai-partai pemenang pemilu yang mempunyai latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda sebelum menjadi anggota DPRD. 

3. Faktor Peraturan

Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 42 huruf c Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mengatakan : Tugas dan wewenang DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainya  peraturan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama Internasional di daerah. Tanpa dirinci lebih lanjut tentang batas kewenangan serta cara pengawasan. Akibatnya masing-masing DPRD menjabarkan fungsi pengawasan sesuai dengan apa yang diinginkanya.

4. Adanya tumpang tindih terhadap kegiatan pengawasan siapa yang seharusnya disebut aparat pengawasan didaerah ? adanya BPK ini dikenal sebagai pemeriksaan ekstren. Lalu ada pula yang dikenal dengan lembaga pemeriksaan intern yaitu BPKP dengan kewenangannya berdasarkan Kepres No.31 tahun 1983 yang masuk ke instansi pemerintah bahkan kebadan usaha milik negaradan daerah. Ada pula Inspektorat Jenderal pada Departemen dan Inspektorat Wilayah pada Pemerintah Daerah Propinsi dan Inspektorat Daerah untuk Kabupaten/Kota. Sedangkan menurut , Undang-Undang No32 tahun 2004 adanya Pengawasan legislatif. Jadi wajarlah instansi pemerintah banyak yang mengeluh karena terjadinya tumpang tindih.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan





Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, baik dari hasil penelitian maupun dalam bahasan fokos masalah maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Padang Panjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD tahun 2006 telah berjalan, namun belum optimal ini  dibuktikan bahwa masih ditemui dana dana investasi daerah tahun 2006 yang yang disalah gunakan oleh oknom Direktur perusahaan daerah Tuah Saiyo yang mengakibatkan kebocoran dana sebesar Rp. 685.000.000,- hal ini menunjukan belum optimalnya komitmen politik DPRD terhadap pengawasan investasi daerah dengan penyertaan modal. 

2.  DPRD Kota Padang Panjang dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah APBD menghadapi beberapa kendala, masih terdapatnya perbedaan pemahaman dan ruang lingkup pengawasan dikalangan anggota DPRD dalam menerjemahkan fungsi pengawasan karena belum adanya peraturan undang-undang yang mengatur tentang poin-poin pengawasan yang harus dilakukan DPRD.
 4.2. Saran
1. Dalam rangka penguatan peran DPRD di bidang pengawasan, sebaiknya DPRD secara institusional melakukan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, konsepsional dan operasional tentang pengawasan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah. Guna memudahkan fungsi pengawasan yang bersifat kebijakan, sebaiknya DPRD memakai tenaga ahli yang memiliki kemampuan di masing-masing bidang yang bertugas melakukan pengkajian guna memberikan input. Tenaga ahli ini dapat diambil dari perguruan tinggi yang memang ahli dibidangnya Dengan menggunakan hasil kajian itu diharapkan DPRD tidak salah dalam mengambil kebijakan.
2. Sebaiknya DPRD Kota Padang Panjang segera membuat Perda tentang pengawasan DPRD sebagai pedoman yang mengatur tentang  pengawasan DPRD . Peraturan Daerah itu akan mempertegas posisi DPRD dalam pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah untuk masa yang datang.
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